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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai unit usaha dapat digolongkan dalam kelompok
kecil, menengah dan besar. Ukuran tersebut dapat didasarkan atas kriteria
besarnya modal. Demikian pula dalam perusahaan jasa baik jenis maupun
frekuensi, modal yang diperlukan juga cukup besar. Selain itu orang atau
sekumpulan orang mendirikan perusahaan, salah satunya untuk mendapatkan
keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Demikian PT. BPR Bintang Niaga, yang bergerak di bidang pemberian
kredit dan simpan pinjam dalam mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan
beberapa orang karyawan. Semakin banyak jumlah karyawan maka semakin besar
pula perusahaan tersebut. Oleh karena itu masalah penggajian merupakan masalah
yang paling pokok dan merupakan salah satu tanggung jawab manajemen untuk
menyusun suatu aturan tentang penggajian yang dapat memuaskan karyawan
dalam perusahaan tersebut.

Gaji yang diterima oleh pegawai dalam satu perusahaan bisa berbeda
antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari tingkat jabatan atau
prestasi masing-masing pegawai terhadap penjualan produk yang dikeluarkan atau
ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen. Seperti Bank Perkreditan Rakyat
misalnya mendasarkan kerjanya pada kepercayaan masyarakat atau nasabah,
sehingga Bank Perkreditan Rakyat disebut sebagai lembaga kepercayaan. Oleh
sebab i1tu pegawai Bank Perkreditan rakyat dituntut untuk berusaha mengikat
konsumen atau nasabahnya, karena semakin banyak nasabah yang diperoleh
biasanya semakin besar pula gaji yang diterima oleh seorang pegawai Bank BPR.

Seperti di ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum,
dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Salah satunya adalah hukum
mengenai perpajakan. Peranan pajak di Indonesia sangatlah penting, karena
penerimaan pajak tersebut oleh negara digunakan untuk pembangunan disegala

bidang. Dengan mengetahui betapa pentingnya peranan pajak di negara kita, maka
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1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Kerja "

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

el ~ Minggu
; No | Jenis Kegiatan l B lllifl\¢
| 1 | Perkenalan plmpman “dan l\;m;m‘aﬂn, o ‘ﬁii 77777 S i ol
| mempelajari  sejarah singkat dan struktur
organisasi perusahaan.
s AP <& s I
2 | Menerima penjelasan serta mempelajari secara ‘
| umum proses penghitungan Pajak Penghasilan |
| pasal 21. |
3 | Mempelajari prosedur pelunasan/ pembayaran | | G
| w Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai tetap serta
[
f | dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
; | pelunasan.
4 | Membantu 111c171£1'7§i§li’fl?" dan SSP [ T A et

KJIi

| Konsultasi secara berkala dengan dosen |

| pembimbing. | f

1.4 Bidanz oz

Ridang ini merupakan suatu landasan atau pedoman vang digunakan
dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata, yang tentunya ada hubungannya
dengan obyek atau masalah yang dituju. Bidang ilmu yang dijadikan landasan
dapat diperoleh secara teoritis melalui -

. Akuntansi Perpajakan.

(NS

Undang -Undang Perpajakan.

(US)

Perpajakan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian
2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli yang
memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang
dikemukakan oleh Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991:2). Pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Soemitro, (1990:5) adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan :
I. Iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan yang berhak

memungut pajak adalah negara.

b

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

3. Pemungutan pajak tersebut tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari
negara yang secara langsung dapat ditunjuk. -

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

5. Pajak dipungut disebabkan karena suatu keadaan, kejadian perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu pada setiap orang.

)
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2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara
yang berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan
Undang-Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan
kehidupan dalam negara hukum sepertt di Indonesia. Pajak Penghasilan
merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintahan pusat atau
merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka tanggungan/beban pajak
tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa
beban tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dengan cara apapun.
Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang
diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan
pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

2.1.5 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan
Berdasarkan pengertian diatas maka Pajak Penghasilan dapat dibagi
menjadi :

|. Pajak Penghasilan pasal 21 (akan dijelaskan lebih lanjut)

2. Pajak Penghasilan pasal 22 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan
dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain (impor barang, penjualan hasil produksi atau penyerahan barang).

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan
dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentu usaha tetap yang berasal dari

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
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6.
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dipotong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 yang dibayarkan atau
terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri,
penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya.

Pajak Penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang diluar
negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak
dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan
Undang-Undang dalam Tahun Pajak yang sama.

Pajak Penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang dibayar sendiri (merupakan
angsuran) dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri.

Pajak Penghasilan pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk

usaha tetap yang bersumber di Indonesia.

Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
1 Subyek dan Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 Menurut UU
Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Yang termasuk dalam wajib pajak atau penerima penghasilan yang

dipotong PPh pasal 21 adalah :

Pejabat negara, adalah :

a. Presiden dan wakil presiden.

b. Ketua, wakil ketua dan anggota DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II.
¢. Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Kcuangan_

d. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim Makamah Agung.

e. Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung.

—_—
3 )

Menteri dan Menteri Negara.

-~
—

Jaksa Agung.

0]

h. Gubernur dan wakil gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

1. Bupati dan wakil bupati Kepala Daerah Tingkat II.

J.  Walikotamadya dan wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
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Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, upah,honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak,
tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan
anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan
penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

Penghasilan yang duiterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang
sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

Upah harnan, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

upah tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

(THT), vang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya.

Honorartum, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama atau dalam

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak
dalam negeri, terdiri dari :

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan
Aktuaris.

b. Pemain musik, Pembawa acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang film,
sutradara, Crew film, foto model, Peragawan/ Peragawati, Pemain drama,

Penari, Pemahat, Pelukis, dan seniman lainnya.

o

Olahragawan.

d. Penasehat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, dan Modertor.

¢. Pengarang, Peneliti, dan Penerjemah.

f. Pemberi Jasa dalam bidang tekhnik, computer, dan system aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika; fotografi dan pemasaran.

-~
«

Agen iklan.,
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perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan
surat pengajuan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah
tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam
jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan
surat keputusan tersebut. Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk
maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak. Putusan Badan Penylesaian Sengketa Pajak, bukan

merupakan keputusan tata usaha negara.

b. Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang

_I\)

J

Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pematong
pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun
takwim atau pada permulaan menjadi subyek pajak dalam negeri. Surat
pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan penghasilan
Tidak Kena Pajak. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan saat seseorang
yang mulai bekerja atau mulai pensiun.

Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada
pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada
permulaan tahun takwim.

Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan(SPT), jika wajib

pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

13
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15

Untuk keperluan penetapan tarif Pajak Penghasilan, jumlah Penghasilan Kena

Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh.

2.3.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan pasal 7 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan No.
361/KMK 04/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang berlaku efektif 1 Januari 1999

bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan sebagai berikut

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Palal\

' I\eterat{s}é; 77777 e Bl — 711@(11 per tdh}&i R
1 Untuk wajib pajak orang pribadi. : B iwp’ 880.000,00 RN,

|
Untuk wajib pajak yang kawin T RO T A0 00080 |
| |
| Tambahan untuk seorang istri (hanya | |
|
|

seorang istri), yang diberikan apabila yang | Rp. 2.880.000,00

| digabungkan dengan penghasilan suami.
et S RN — + — e —————— I ———— - e

| Tambahan untuk setiap omnw ‘\dlld(”d‘
sedarah dalam garis keturunan lurus atau |
Rp. 1.440.000,00

|
i
’anal\ angkat yang menjadi tanggungan
’ sepenuhnya paling banyak 3 orang.

1

Sumber : Pasal 7 UU PPh

1. Penghasilan Teratur Karyawan Tetap
a. Untuk menentukan besar penghasilan netto adalah penghasilan bruto
dikurangi :

(1) biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang sebesarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-
tingginya Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp.108.000,00 sebulan. Biaya
jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja

sebagai karyawan tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak;
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(2) ketentuan pada butir 1 huruf a tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto
yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 sebulan atau dalam hal
penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan atau tidak diterima oleh
pegawai tetap;

(3) ketentuan butir 1 huruf a dan huruf b tidak berlaku atas penghasilan berupa

honorium atau komisi yang dibayarkan kepada dinas luar asuransi.

Oleh karena itu pemotongan PPh 21 perlu memperhatikan :

1.

2

Tarif yang ditentukan sebesar 10%
PTKP yang dikurangkan berupa penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal
21 sebesar Rp. 24.000,00 sehari.
PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut 10% X (penghasilan bruto sehari —
Rp. 24.000,00) |
Untuk mendapatkan jumlah upah harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam hal berupa upah mingguan dibagi 6.
b. Dalam berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang
dihasilkan dalam sehari.
c. Dalam upah berupa upah borongan, adalah upah atas banyaknya satuan
yang dihasilkan dalam sehari.
Untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 240.000,00 dalam 1 bulan
takwim :
I. Tarnifyang ditetapkan adalah tariff pasal 17 Undang-Undang PPh.
2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan
jumlah PTKP sebenarnya dibagi 360.
Untuk penghasilan yang dibayarkan secara bulanan :
I. Tanfyang diterapkan adalah tarif pasal Undang-Undang PPh.
2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan

jumlah PTKP sebenarnya.

17
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C.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan

selanjutnya dihitung sebagai berikut :

(1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan
cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

(2) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti pada butir 4 huruf
a,b,c dan d.

2.4 Pemungut dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pemungut atau Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut

Undang-Undang Perpajakan no. 17 Tahun 2000

Setiap penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulannya

akan dipotong atau dipungut PPh pasal 21. Yang memotong atau memungut PPh

pasal 21 tersebut disebut dengan pemotong atau pemungut pajak pasal 21. berikut

i termasuk dalam pemotong atau pemungut pajak pasal 21 adalah:

l.

o

Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan. termasuk bentuk usaha
tetap baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan permbayaran lain dengan
nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
dilakukian oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud
termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan
sebagai pemotong pajak berdasarkan Menteri Keuangan.

Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk
bendaharawan pemerintah adalah bendahrawan pada pemerintahan pusat,
pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
pemerintah lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negert.
Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang

pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

19
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4.

Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua sesudah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau
tahun pajak dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindak
pemeriksaan.

Pemotong pajak berhak untu mengajukan surat keberatan kepada Direktorat
Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar
(SKPNKB).

Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas pada Badan Peradilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan alasan yang jelas, dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri, dengan salinan surat keputusan tersebut.

2.4.3 Kewajiban Pemotong atau pemungut Pajak PPh Pasal 21

E

!\)

Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau
Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan
dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan
Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21
yang terhutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan
Surat Setoran Pajak ke Bank persepsi atau kantor Pos dan Giro, selambat-
lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil
dengan menggunakan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke Kantor
Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim

berikutnya.
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sebelum penyampaian SPT Tahunan pasal 21 selambat-lambatnya pada

tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

2.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan umtuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Negara
atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah bank-bank yang
ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Angaran dan Kantor Pos dan Giro. Adapun
fungsi SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan
pembayaran pajak.

Batas waktu pambayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
(PPh 21) yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Sedangkan pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT
Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah
Tahun Pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan. Dan
dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka
pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Setiap
keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh

masa,yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang
menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertangungjawabkan pajak yang dipotong atau

dipungut dan disetorkannya.

(N
(%)
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BAB III

Gambaran Umum Perusahan

3.1 Latar Belakang Sejarah
3.1.1Sejarah pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berawal dari kesulitan keuangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia.
Pada akhir abad ke-18 terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan telah
dimanfaatkan oleh para rentenir/pelepas uang untuk mengambil keuntungan
dengan menyalurkan modalnya kepada masyarakat desa yang memerlukan kredit

dengan menetapkan suku bunga yang relatif tinggi, yakni berkisar antara 100% -
200% dalam benuk hasil panen berupa padi atau beras.

Menyadar keadaan tersebut seorang pensiunan patih di purwokerto jawa
tengah yaitu R. Bei Aria Wirjaadmaja pada tahun 1895 telah memprakarsai
berdirinya sebuah lembaga perkreditan untuk membantu pegawal negri, para
petani dan tukang agar tidak tergantung dari jeratan rentenir atau pelepas uang dan
pengijon, lambaga/bank yang dimaksud dinamakan Bank Priyayi atau Bank
Pegawai.

Pada tahun 1897 asisten presiden yang bernama WPD De Wolf Van
Westeroode, yang mempunyai minat dan perhatian besar terhadap perkreditan
rakyat. Melakukan perbaikan dan reorganisasi terhadap lembaga-lambaga kredit
terdahulu, antara lain dengan mengusahakan agar lembaga atau bank tersebut
memiliki badan hukum.

Pada perkembangan berikutnya munculah bank perkreditan rakyat yang
pertama setelah reorganisasi yaitu purwokerto Sche Hulp -Spoaren-Landboun
Credit-Bank selanjutnya lembaga atau bank semacam berkembang pula dikota
Garut, cirebon, pati, lamongan, purwokerto, indramayu, jepara dan magetan di
luar pulau jawa yaitu di manado dan Sumatra barat terdapat pula bank semacam
itu yaitu bank Priyayi.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa latar belakang berdirinya BPR
adalah untuk membantu masyarakat pedesaan baik pegawal negri maupun petani

agar terlepas dari rentenir atau pelepas uang.

(N
N
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a. Memberikan pelayanan kebutuhan kredit masyarakat pedesaan atau
pengusaha kecil.

b. Membantu masyarakat pedesaan baik pegawai negri maupun petani yang
belum terjangkau oleh bank umum agar terlepas dari rentenir atau pelepas
uang.

¢..Mendidik masyarakat kecil mengenai perbankan.

d. Mendorong perubahan ekonomi masyarakat desa.

e. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu.

f. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil

sesual dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pemerintah.

3.2 . Struktur Organisasi

Adanya sruktur organisasi sangat diperlukan mengingat antara bagian-
bagian tugas atau bidangyang satu dengan yang lain ada keterkaitan yang saling
menunjang atau mendukung agar menjadi suatu kesatuan kerja dan tanggung
jawab yang dapat diarahkan guna pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.
Pengertian struktur organisasi sendiri merupakan perencanaan formal guna
mencapal pembagian tenaga kerja yang mempunyai efisiensi, efektifitas
koordinasi, aktifitas para anggotanya yang bekerja sama serta terikat dalam
pencapaian tujuan yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur
organisasi merupakan rumusan dan hubungan peran, distribusi kekuasaan antara
jabatan-jabatan administratif serta jaringan kerja informasi formal, pengalokasian
aktifitas guna memisahkan sub-sub unit. Untuk mewujudkan pola tetap antara
fungsi dan tanggung jawab tiap anggota maka di BPR ini juga menerapkan
struktur organisasi dimana struktur organisasi ini, berupa garis yang artinya
kekuasaan tertinggi dipegang Dewan komisaris. Struktur ini digunakan untuk
mempermudah seorang pimpinan melakukan pengawasan kepada satuan-satuan
yang diberi tanggung jawab penuh, sebab tanggung jawab dan wewenangnya

berbentuk vertikal.
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Adapun bagan struktur organisasi PT. BPR “BINTANG NIAGA”

Rambipuji Jember, dapat dilihat sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

:
v

DIREKTUR UTAMA

I
\4

¥ LR BEK UK

PENG. INTERN

|
|
;

BAG KAS DANA BAGIAN KREDIT BAG. Adm Umum
Sie. Pembukuan
Sie. Kas Sie. Pemasaran
Sie. Deposito Sie. Adm. Kredit Sie. Umum
Sie. Tabungan Sie. Pem. Kredit

Gambar 3.1 Bagan Sruktut Organisasi Garis PT. BPR “BINTANG NIAGA”
Sumber Ddta : PT. BPR “BINTANG NIAGA” Rambipuji
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3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab
Sebagaimana Struktur organisasi diatas yang telah dipilah-pilah sesuai
dengan tugasnya masing-masing, maka tugas dan tanggung jawab masing-masing
bagian dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Dewan Komisaris.
1. Mengawasi pekerjaan Direktur
2. Menyetujui rencana kerja anggaran yang disusun Direksi.
b. Direktur.
I. Bertindak baik didalam ataupun diluar perusahaan.
2. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan perusahaan.

c. Pengawas Intern.

Internal control (melakukan pengawasan) terhadap segala kegiatan

operasional perusahaan atau kebenaran akuntansi (data-data).

g

Memberikan bantuan kepada direktur dalam pengambilan keputusan,
untuk pengembangan perusahaan.
d. Kas Dana.

|. Melakukan pengawasan terhadap sirkulasi uang kas serta giro dan

cheque.

b

Mengevaluasi dana serta menganalisa dana sehubungan dengan dana
operasioanal.
3. Pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran termasuk bukti-
bukti pendukungnya.
4. Melakukan pengawasan terhadap kegunaan operasional bagian yang
terkait.
Kas dana di atas terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
I. Seksi Kasir
a Menerima dan mengeluarkan uang tunai, cek, giro.
b Melakukan pembayaran jika ada persetujuan dari pihak pimpinan.
¢ Melakukan pengambilan uang tunai, cek, giro di bank yang

lainnya.
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o )

Menyimpan dan mengambil uang tunai, giro dan cek dalam
brankas.

Membuat laporan kas harian untuk saldo kas harian serta nilai-nilai
uang tunai, cek, giro.

Mengadakan internal cek dengan bagian dari pembukuan serta

bagian yang terkait.

2. Seksi Deposito

a

b

(@)

¢

-

U

Menerima serta melayani seorang calon deposan baru.

Meminta persetujuan pimpinan bank untuk seorang calon deposan
yang baru.

Mencatat dan melakukan perhitungan bunga untuk tiap bulannya.
Membuat laporan bulanan untuk jumlah deposan dan untuk
pemasaran keluar.

Mengadakan internal cek dengan bagian pembukuan.

Membuat laporan bulanan untuk jumlah deposan dan untuk
pemasaran keluar.

Mengadakan internal cek dengan bagian pembukuan untuk saldo

buku besar.

3. Seksi Tabungan.

a

b

Menerima dan melayani para calon penabung.

Mencatat dan menghitung besarnya tabungan dan bunga tabungan
setiap bulannya.

Membuat laporan bulanan untuk jumlah penabung dan jumlah
rupiahnya.

Mengadakan Marketing keluar sehubungan dengan adanya
penyerapan dana yang berasal dari masyarakat.

Mengadakan internal cek dengan bagian pembukuan untuk melihat

saldo buku besar.

€. Bagian Kredit

¥

5

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit yang ada.

Mengevaluasi pelaksanaan kredit yang meliputi :
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a Jumlah penerima kredit.
b Analisa debitur.
¢ Analisa pasar.
d Kemacetan kredit.
e Perkembangan kredit keluar.
3. Memberi laporan kepada pimpinan terhadap kemungkinan atau

langkah yang akan diambil untuk masyarakat di masa akan datang.

[. Seksi Pemasaran
a. Melakukan marketing keluar untuk produksi-produksi yang di
tawarkan.
b. Menganalisa serta mengevaluasi daerah-daerah pasar yang dapat di
pakai sebagai dasar untuk menerima kredit.
c. Melaporkan hasilnya untuk kebijaksanaan di masa yang akan
datang.

o

Seksi Pembinaan Kredit

a. Memberi keterangan secara lengkap mengenai kredit yang meliputi

|. Persyaratan kredit
2. Memberi penjelasan bila ada kredit macet
3. Persyaratan lainnya yang menyangkut kredit
b. Membantu bagian kredit untuk melancarkan proses pemberian
kredit.
3. Seksi pembernan kredit
a. Membantu pelaksanaan kredit khususnya mengenai perjanjian dan
penjelasan dan akibat yang di timbulkan.
b. Mengadakan hubungan keluar apabila ada hal yang terjadi dari
kredit
c. Observasi pada laporan terhadap debitur yang menyangkut dalam
pembukuan kredit.
Bagian administrasi umum

I. Memperlancar proses administrasi perusahaan
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2. Membantu pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari pembuatan
pembukuan, penyediaan formulir dan pengadaan alat-alat kantor.
3. Memberikan laporan baik di dalam maupun di luar perusahaan.
Bagian administrasi umum ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
I. Seksi pembukuan
a. Mencatat semua bagian-bagian (proses akuntansi)
b. Membuat laporan neraca, kas harian, rugi/laba harian dan
bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen akuntansi.
c. Membuat laporan neraca dan rugi/laba bulanan, tri wulan,
semester, akhir tahun serta evaluasi dan neraca untuk masa yang
akan dating.

d. Mengadakan internal cek dengan bagian dalam struktur.

!\.)

Sekst Umum

a. Membantu secara umum seluruh kegiatan operasional, yang
bersangkutan.

b. Mengadakan pengawasan terhadap semua kekayaan dan segala

perlengkapan perusahaan.

o

. Menyiapkan semua alat-alat atau perlengkapan yang ada di dalam
perusahaan yang di perlukan untuk kegiatan sehari-hari.

d. Menyiapkan dan menyimpan semua alat-alat atau perlengkapan

yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan dan arsip-arsip

yang penting.

. Kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menyangkut operasional

a

perusahaan dalam satu hari.

3.3 Kegiatan Pokok PT. BPR “BINTANG NIAGA”

Berdasarkan undang-undang No.7/1992 Pasal 5 Ayat 1 dan surat
keputusan Mentri Keuangan RI No.1064/KMK 00/1988. Tanggal 27 Oktober
1988, kegiatan BPR dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, macam dan bentuk.
Misalnya dengan menerima tabungan dan dengan cara memanfaatkan dana

tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk kredit pada nasabah.
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3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bank mempunyai tugas dan

fungsi secara umum, adapun tugas dan fungsi tersebut antara lain :

1.

(NS

Penyedia KUT kepada KUD untuk dipinjamkan kepada petani
serta mengupayakan pengembaliannya dari KUD

Penetapan besarnya plafon kredit KUD berdasarkan rekapitulasi
RDKK.

Penyusunan tata cara pengelolaan administrasi keuangan KUD
dalam rangka membantu KUD.

Pemberian bantuan teknis pada KUD peserta KUT yang
memerlukan dan menempatkan tenaga teknis administrasi (TTA) di
unit simpan pinjam atas beban bank dalam rangka intensifikasi

padi/palawija.

3.3.2 Kebijaksanaan PT. BPR “BINTANG NIAGA”
Kegiatan pokok PT. Bank Perkreditan Rakyat “BINTANG NIAGA” ini

mempunyai 3 (tiga) kebijaksanaan yang nantinya bisa memajukan bank tersebut

yaitu :

deposito

Kebijaksanaan Tabungan dan Deposito
Kebijaksanaan Bank Bintang Niaga (BPR) terhadap tabugan dan
adalah :
a. Calon penabung/deposan adalah masyarakat, perusahaan, bank
lain/yayasan dengan syarat tertentu.

b. Calon penabung dan deposan harus menunjukkan identitas diri.

o

Setoran dapat di lakukan setiap hari sesuai jam kas.

d. Pengambilan tabungan dapat di lakukan setiap hari pada jam
kas.

e. Deposito berjangka dapat di cairkan sebelum jatuh tempo

dengan ketentuan/persetujuan bank dan perhitungan tertentu

serta di1 kenakan denda.

(OS]

(OS]
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f.  Deposito berjangka di terbitkan dalm jangka waktu 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

g. Besarnya suku bunga tabungan dan deposito dapat berubah
sesuai dengan fluktuasi dan perkembangan dari pasar.

h. Penabung/deposan yang meninggal dunia, maka sebagai

penggantinya adalah ahli warisnya.

!\)

Kebijaksanaan Kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bagi perkreditan
rakyat, Bank mendapat jasa berupa bunga kredit. Tujuan bank
memberikan kredit kepada nasabah yaitu untuk memajukan
perekonomian masyarakat pedesaan pada umumnya di wilayah kerja
bank, kebijaksanaan kredit pada Bank Bintang Niaga (BPR) adalah :

a. Kredit di berikan kepada pengusaha/petani dan masyarakat
pedesaan pada umumnya.

b. Mengarah pada kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Pelunasan kredit secara mengangsur/membayar secara
sekaligus saat jatuh tempo.

d. Pembayaran bunga di lakukan secara penuh pada awal periode.

e. Apabila pelunasan di lakukan sebelum jatuh tempo, maka
bunga yang telah di bayar di perhitungkan kembali.

f. Pemberian kredit harus memperhitungkan dan
mempertimbangkan resiko kerugian yang mungkin akan di
hadapi.

Fasilitas kredit yang di berikan oleh Bank Bintang Niaga (BPR)

adalah :

I. Kredit modal kerja yaitu kredit yang di berikan kepada peminjam
untuk mengembangkan usahanya.

2. Kredit konsumsi yaitu kredit yang di berikan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari.

Terhadap pemberian kredit, bank menarik bunga kredit yang

besarnya berdasarkan keadaan usaha, apabila keadaan usaha relatif



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kecil maka bank akan memilih bunga kredit sesuai dengan keadaan

tersebut dan sebaliknya, begitu pula dengan keuntungan dan

kondisi perekonomian nasabah juga perlu di perhitungkan.

Barang-barang yang dapat di jadikan jaminan kredit adalah :

a. Barang bergerak seperti sepeda motor, mobil, mesin dan
sebagainya

b. Barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah dan lain-lain
yang di jaminkan atas barang yang tidak bergerak adalah surat
sertiﬁkat/keterangan pemilikan/barang yang di jaminkan
tersebut dan barangnya tetap di pakai oleh peminjam kredit
dengan mengisi surat bukti peminjam atas barang jaminan.

3. Kebnjaksanaan laporan keuangan/pembukuan
Laporan keuangan Bank Bintang Niaga (BPR) Rambipji-Jember

pada prinsipnya tidak berbeda dengan laporan keuangan bank umum,
hanya saja dalam bank perkreditan rakyat pos-posnya lebih sederhana
(sedikit). Ruang lingkup laporan keuangan BPR meliputi pos-pos yang
tercantum dalam neraca dan laporan rugi-laba Bank Perkreditan
Rakyat. Laporan ini di tujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dan mempunyai kepentingan tertentu atas perusahaan yang
bersangkutan. Agar tidak menyesatkan pembaca dan pemakai laporan
keuangan tersebut, maka setiap laporan keuangan harus memenuhi
persyaratan tertentu, sehingga laporan keuangan akan menggambarkan
keadaan keuangan perusahan yang obyektif, persyaratan tersebut
antara lain :

. Laporan keuangan di susun dalam keadaan perusahaan berjalan,
jadi bukan dalam keadaan likuiditas, artinya jumlah uang yang di
cantumkan dalam laporan keuangan adalah sesuai dengan
pembukuan/proses akuntansi sehari-hari.

2. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi harus konsisten dari

waktu kewaktu.
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BAB 1V
HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi kegiatan praktek kerja nyata

Kegiatan praktek kerja nyata di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bintang Niaga
dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 3 februari sampai 28 februari
2003. selama jangka waktu tersebut penulis telah banyak mendapat tambahan
pengalaman mengenai masalah perpajakan perusahaan dan dapat menerapkan secara
langsung teor1 perpajakan yang dipelajari dibangku perkuliahan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukuan selama pelaksanaan Praktek
Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

. Membantu pendataan gaj1 pegawai

!\)

Membantu menghitung pajak penghasilan pasal 21.

tad

Membantu mengisi formulir surat setoran pajak Masa (SSP Masa)

4. Membantu mengisi formulir surat pemberitahuan Masa (SPT Masa)

4.2 Proses Penghitungan Pajak penghasilan pasal 21
4.2.1 Pendapatan Gaji Karyawan

Kegiatan pertam dalam Praktek Kerja nyata ini penulis membantu bagian
keuangan dalam pendataan gaji karvawan yang akan digunakan sebagai dasar
penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang akan disetorkan setiap bulan.
Karyawan pada PT.Bank perkreditan Rakyat Bintang Niaga seluruhnya berjumlah 9
orang dan 7 orang merupakan pegawai tetap vang dikenakan pajak penghasilan pasal
21. Kemudianh dari pendataan tersebut diperoleh data jumlah gaji tiap-tiap karyawan
kemudian dimasukkan kedalam komputer untuk digunakan sebagai dasr

penghitungan pph pasal 21.
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Sebagai contoh memperjelas kasus perhitungan PPh pasal 21, penulis
mengambil salah satu kasus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
gajl pegawai tetap salah satu karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bintang Niaga:
Contoh :
H. Sulaiman Samud bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bintang
Niaga dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.450.550,- memperoleh
tunjangan pekerjaan sebesar Rp. 1.343.000,- mendapat fasilitas sebesar Rp.
770.000,- Premi Ansuransi Kematian sebesar Rp. 142.000,- selain itu juga
membayar 1uran THT setiap bulannya sebesar Rp. 45.761,- dan iuran pensiun
sebesar Rp. 180.000,- Status H. Sulaiman Samud sudah menikah dan

mempunyai 3 orang anak.

Gaj1 sebulan Rp. 2.450.550,-
Fasilitas Rp. 770.000,-
Tunjangan Pekerjaan Rp. 1.343.000,-
Premi Ansuransi Kematian Rp. 142.000.- (+)

Penghasilan Bruto  Rp. 4.706.724 -

Pengurangan

|) Biaya jabatan : 5% x Rp. 4.706.742 - Max Rp. 108.000,-
2) luran Pensiunan Rp. 108.186.-
3) luran THT Rp. 45.761.--
Rp. 333.947.-(-)

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 4.372.777.-
Penghasilan Netto Setahun = 12 x Rp. 4.372.777,- Rp. 52.473. 342 -
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)

Untuk Wajib Pajak Sendirni  Rp. 2.880.000,-

Tambahan kawin Rp. 1.440.000,-

Tambahan 3 orang anak Rp. 4.320.000,- (+)

Rp. 8.640.000.- (-)
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2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, adalah surat yang oelh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak

terutang dalam satu masa pajak.

TS ]

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, adalah surat yang digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu
tahun pajak. SPT Tahunan ini berisi tentang data keseluruhan pegawai
yvang menjadi wajib pajak, berikut jumlah penghasilan yang diterima serta
jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang. SPT Tahunan ini oleh
perusahaan dilaporkan pada tiap akhir tahun, jadi pada waktu PKN penulis
tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan SPT Tahunan

tersebut.

4.4 Proses Pengisisan Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21
Kegiatan Praktek kerja nyata yang dilakukan penulis di PT. Bank Perkreditan
Rakyat Bintang Niaga adalah mengisi formulir pajak yang berupa
[. Surat setoran pajak (SSP) Masa untuk bulan Januari 2003

~

2. Surat p[emberitahuan (SPT) Masa untuk bulan Januari 2003

4.4.1 Membantu mengisi SSP Masa

Setelah mengetahui besarnya pajak penghasilan karyawan.maka dilakukan
pengisian surat setoran pajak (SSP) sebanyak 5 (lima) lembar. Blangko SSP ini dapat
diambil di kantor pelayanan pajak (KPP) setempat.

Dalam pengisian lembar SSP ini harus di lakukan benar, kususnya mengenai
NPWP. nama NPWP, kode jenis pajak dankode jenis setoran.
Adapun car pengisian adalah sebagai berikut :
a. NPWP Pemotong Pajak

Bagian ini1 diisi dengan NPWP Pemotong pajak sesuai denga yang tercantum

dalam kartu NPWP,yaitu 01.001.660.4.623.001.
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4.4.2 Membantu Mengisi SPT Masa
Dalam pengisian SPT Masa perlu diperhatikan sebagai berikut :
l. [dentitas pemotong pajak
Bagian ini diisi dengan NPWP, Nama. dan Alamat Pemotong Pajak yang

bersangkutan dalam kotak yang berkenan.

p 4 Masa Pemotonng Pajak
Bagian ini diisi sesuai dengan masa dan tahun pemotong pajak serta
tanggal penyetoran

3. Golongan Pegawai
Bagian ini diisi golongan pegawai yang ada di perusahaan yaitu untuk PT.
Bank Perkreditan Rakyat Bintang Niaga sebagian pegawainya berstatus
pegawai tetap.

4. Jumlah Pegawai
Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh pegawai yang dikenakan pajak
penghasilan pasal 21 yaitu berjumlah 7 orang

v} Jumlah Penghasilan Bruto
Kolom ini diisi
Dengan jumlah total penghasilan bruto sebagian karyawan PT. Bank
Perkreditan Rakyat Bintang Niaga yang dikenakan pajak penghasilan
pasal 21.

6. Pajak Penghasilan yang dipotong

Kolom ini diisi dengan total pajak yang dikenakan atas sebagian karyawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bintang Niaga.
Blangko SPT Masa yang ini terdiri dari 2 lembar, yaitu :
Lembar kesatu untuk kantor pelayanan pajak.

Lembar kedua untuk arsip pemotong pajak.

Contoh: Surat Pemberitahuan (SPT)
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4.5.2 Prosedur Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21

Proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan karyawan yang

dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bintang Niaga adalah sebagai berikut :

¥

!\.)

L)

Blangko SPT Masa yang telah diisi dengan benar dan lengkap
dilaporkan oleh bagian Administrasi dan Keuangan ke Kepala Bagian
Keungan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan.

Setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Kepala Bagian
Keungan blangko SPT Masa tersebut diserahkan ke petugas
penyetoran untuk seterusnya dilaporkan ke Kantor Pelyanan Pajak
setempat, saat pelaporan ke kantor pelayanan pajak persyaratan yang
harus dibawa adalh SPT Masa disertai dengan SSP Masa sebagai bukti
telah melunasi pajak penghasilan karyawan ke Bank.

Sebagai bukti telah melakukan pelaporan SPT Masa, pihak kantor
pelayanan pajak mengambil lembar kesatu dari blangko yang
dilaporkan tersebut dan lembar kedua untuk arsip pemotong pajak atau

perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan

yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

;.

o

(S

Dari hasil pendataan atas gaji karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bintang
Niaga, yang sebagian merupakan pegawai tetap dan dikenakan pajak penghasilan
pasal 21.

Dasar pengenaan pajak penghasilan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bintang Niaga didasarkan atas ketentuan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Tahun 2000

Proses penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dilaksanakan secara
otomatis dengan menggunakan komputer yang telah diprogram sesuai denga
ketentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang tercantum dalam Undang-
Undag PPh dan sesuai teori yang penulis pelajari dibangku kuliah.

Dalam hal perhitungan pajak penghasilan, apabila penghasilan kena pajak
jumlahnya lebih kecil dari jumlah potongan pajak (biaya jabatan, iuran pensiun,
dan penghasilan kena pajak), maka karyawan terssebut tidak di kenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21.

Dalam keikutsertaan membantu mengisi SSP dan SPT sehingga dapat mengetahui
lebih banyak tentang Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. BPR BINTANG NIAGA.

Proses pelunasan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan pasal 2]
dilaksanakan setiap akhir bulan dan dalm prakteknya tidak pernah mengalami

keterlambatan dan penyimpangan dari peraturan yang ada.

N
NS
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BANK “ BINTANG NIAGA”
P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT

JI..Dharmawangsa No. 26.Telp. (0331) 711457 - 711375
RAMBIPUJI - JEMBER

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan bidang operasional PT. BPR
“"BINTANG NIAGA” di Rambipuji, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : SUPRIYANTO
NIM : 99 — 4393
FAKULTAS : EKONOMI/DIII AKUNTANSI

Benar-benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. BPR “BINTANG
NIAGA” di Rambipuji terhitung mulai tanggal 3 Februari 2003 sampai dengan 28
Februari 2003.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PT. BPR “BINTANG NIAGA

RAMBIPUIJI

b

—

RIRIN TRI HERIYANL SE

Direktur Utama
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.......................................

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

N

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

WP 0|1 [ apa] 4] [a] elo].[5].[e|2]6].[0]o]0]
esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki :
MAYE K5 SRR BINEANG N . o o e B e i
AMAT : Jl..Rharmawangs.: No. e L ATOA DU L S T T R e S
1 »ip A: '3 3140 B oo e vienionisie s eiesinsisiaiaioedn s o osBNTITR, , o ORI . L i NG L Dl SRR G B YT L
P/Kode Jenis Pajal( Kode Jenis Setoran Uraian Pen]bayaran

; BRI A L RBAS AL ooy oI T i LR S
ol1l1l1] 1/o | o

Masa Pajak Tahun
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nop | Des ash lols
X Diisi tahun terutangnya pajak

inda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

jor Ketetapan 3' ' ' '

NEEN X

b L4

esuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

. -y e 1 cani L -
lah Pembayaran Terbllang ¢ oo NP LT AAVUS AP YR, .08 RQAALER, . EAR H.ovd AR NS ;
lengan rupiah penuh . 1 1 atu rur
3,. /,‘|. .................................................................................
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
FUDEBIER oA oovereioseivereess B HREEEEE A (RERNEIE S, |\ § .. LTRNRE R i RN AP &
Cap dan tanda 1angan Cap dan tanda tangan
-~
D8 JOIEL L ohiesniiiiiniin O RO SO P v Nama Jelas : RIRTW.. TR L A RIS

1g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

o

(ai buku petunjuk pengisian

32.01
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK S S P :
( Untuk KPP melalui KPKN

---------------------------------------

@ DEPARTEMEN KEUANGANRI ~ | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 2

NP :Olll.|3|4|4l.l4|8|3
esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
MAWP : .BT. BPR BINTANG NIAG

.................................................

AMAT e s e DhRarmawn 13 e - i TR

1 wlalege 203 .i.\ AT LI P J°°°°° 00000 rcsocrcssssrcsoscecscnccosccsosssoe
..... 5 DI RRE O oV s S e e et s sl ¢ st s T T R 5 5 s ey S v e e bt i
P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
ePH S A el b los, iy, S SRS I
oli]a]s] 1o |0
Masa Pajak Tahun

| & g
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags ’ Sep ) Okt | Nop | Des lq‘ ’} 2 \

Diisi tahun terutangnya pajak

nda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
n

| | | | |
or Ketetapan ¥ | APRENEAPAENAL | AR
2suai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

. 1
lah Pembayaran Terbllang ....................................... B el R e e o oW o B i
engan rupiah penuh
...... LA FUN% 0 o T MAAN o AP0 oM WA s ode o0 bbbl eiss 0 s ollals o 54 06500 sisnsoe
Tl VRPETEE T B S "THD LIRS TRIRTISY SO SRR
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TRDGEERR & cosisusssssscress AT ettt B ol .0 2
> Cap dan tanda tangan Cap dan randa tangan
I FN\Y ) 'THYD TREAN T Ad )

e Jelas s oosni i a B e salliee iV Nama Jelas : o3l ki PR TUEE T E R AR

1g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

-

yai buku petunjuk pengisian

32.01
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\¥ 7

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

* KANTOR'PELAYANAN PAJAK S SP 7 :

- Untuk Bank Persepsi/
B s e R FYYTYYIYY KllmOl' P()S LQ (‘lil‘()

e choli b bsbahel. fabelo b b ] ol 26| . [ ofc

esuai dengan Nomor PoLok Wajib Pajak )ang dmulm A
MA WP . PT. BPR BI\ITANu JIAuA

...............................

@ DEPARTEMEN KEUANGANR.I SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 4

..................................................

......................
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